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ABSTRAK 
Peranan Bea Cukai Dalam Pemberantasan pen)·elundupan Pakaian Bekas 

(Ballpress) 
(Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis) 

OLEH: 
OMRY MANURlJNG 

NPM: 17.840.0306 

Pelarangan impor pakaian bekas menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas 
hams melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka rnernasukkan 
pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan _1alan di selundupkan, yang 
nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean. 

Pennasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan 
hukum tindak pidana penyelundupan, bagaimana hambatan-hambatan Direktorat 
Jenderal Bea dan C ukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan 
pakaian bekas, dan bagaimana upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

Metode penehtian yaitu Penelitian Kepustakaan (Librm:v Research). Metode 
ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari 
para sai:_jana yaitu buku-buku teori tentang hukum, rnajalah hukum , jumal-jumal 
hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturnn tentang tindak 
pidana dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan 
kclapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk rnelakukan wawancara 
dan mengarnbil beberapa data terkait penyelundupan pakaian bekas. 

Pengaturan Hukurn tentang tindak pidana penyelundupan diatur dalam 
Peraturan Mentri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementrian Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 5 I /M
Oag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, Undang-Undang No.17 
Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang 
kepabeanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang cukai Perubahan 
atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hambatan-hambatan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana 
penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyeludupan pakaian bekas 
melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan menggunakan jasa 
penasehat hukum untuk memanfatkan kelernahan regulasi. Partisipasi masyarakat 
yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum pemberatasan penyeludupan 
pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum masyarakat mengetahui bahwa tindakan 
penyeludupan pakaian bekas adalah perbuatan rn elawan hukum. Upaya 
pcnanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mernberantas tindak 
p1 dana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan kualitas sarana dan 
pnu1rnna operasi serta informas i kepabeanan dan meningkatkan ketjasama dan 
l\ oordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya 

K~ta Kunci: Penyelundupan, -Pakaian Bekas, Bea dan Cukai. 
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ABSTRACT 
The role of Customs in Combating Smuggling of Used Clothing (Ba/lpress) 

(Case Study No .. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis) 

BY: 
OMRY MANURUNG 

NPM: 17.840.0306 

The prohihition on import of used clothing makes the used clothing 
business to pe1:form unlaw:fit! acts in order to put second-hand clothes fur the 
benefit of its business by being smuggled, which clearly violates Lav/ no. l 7 ol 
2006 on Customs. 

The problern in writing this thesis is how the legal arrangenwnt of 
smuggling crime, lurw the obstacles of the Directorate (;eneral of Customs and 
Excise in combating the criminal acts of smuggling used clothing, and how the 
effhrt to overcome the Directorute General of CusJoms and Fxcise in comhatmg 
the crime u_fsmuggling used clothing. 

The research method is Library Research (Uhrwy Research). This method 
hy conducting research on various sources of written reading .fi'om scholars 
name(v the theoretical books ahout law, legal maga::ines, legulpmrnals as ivell as 
lecture materials as well as rules about crime and Field Research (Field 
Research) is with do the .spociousne,,·s in this case the author directly conducl 
studies at the Office <f the /Jirectorate Cieneral of Custon1s and .h.~rcise of North 
Sumatro to conduct interviews and take some data refuted to smuggling used 
clothing. 

The legal arrangement (f smuggling crimes is regulated in Regulation o( 
the Afinister of Finance 1Vo. 23-1 l'Afl((JJ 2015 on Organi::ational ,<..;tructuring 
and f1lorking Procedures <!fthe kfinistry <~fFinunce, f?.egulation of the Minister of' 
frade no. 51 , M-Dag 1 Per 1 7120 J 5 concerning the hun on import of" used 
clothing, Law No. ]7 rd2006 on amendments to Law No. JO of l995 on Customs 
and Law no. 39 <>.(2007 mi E~teise Amendment to Law no. 11 of'J995 on E'lcise. 
The barners of rhe Direc.:torate General uf C ustoms and F.xcise 111 comhatmg 
smuggling are the perpetrators ofsecond-hand clothing smuggling at the pre-trial 
level hy using legal adv1sor.v sen· ices to take advantage of regulatory weaknesses. 
Low community participation on luw erz,forcement efjhrts l o limit smuggling of 
used clothing;fi·om the side ofthe legal awareness of the commzmi~y to know that 
the act (?/smuggling used clothing is agains1 the lffw. The effort lo orercmne the 
Directorate General of Customs and Excise in combating the criminul uct o( 
smuggling (?fused clothes is to improve the quality <!/facilities and mf/'asrructure 
of operation as well as customs injc>rmation and to improve cooperation and 
coordination with other law enfi)l·cement agencies. 

Keywords: Smuggling, Used Clothing, Customs and E'\:cise. 
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RABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Be1akang 

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan 

Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang 

dimuat dalam the New Grolier Webster international Of Eny,lish Lmzguange 

(Volume JI, halaman 916) yang berbunyi "To Import or export secretly and 

contrw~v to law, ·without payment ol !egal(v required duties" yang dalam 

terjemahannya adalah "mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan 

bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah". 1 

lsu penyelundupan dewasa ini menjadi scmakin penting karena 
penye lundupan itu sendiri menyangkut kegiatan banyak ha!. Oleh karena itu 
defini si penyelundupan tentunya hams dieliminasi guna menghindari 
misinterpretasi. Sanksi pidana juga harus Jebih tegas selain sanksi adminisrat1f 
dan sanksi disiplin , karena praktik penyelundupan selalu mcrusak sendi-sendi 
perekonomian suatu negara. Tentunya aparat Ditjen Bea dan Cukai yang terlibat 
juga harus dikenai sanksi pidana, karena ikut serta dalam praktik penyelundupan. 
Fungsi Bea dan Cukai sebenarnya sebagai pelayanan pengguna jasa, tapi justru 
pengguna jasa sering merasa dirugikan. 2 

Praktik penyelundupan rneliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya 

akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan .secara 

ketat perlu diberlakukan pada sektor transportasi, seperti pada angkutan udara di 

bidang kargo, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata dalam 

suatu kontainer. Adapula kegiatan ekspor secara ilegal barang berupa pupuk urea 

dan kayu gelondongan di sejumlah pelabuhan.3 

1 Baharudin Lopa, 1992. Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasm1 Tindak Pidana 
Penyelu11dupa11) , Pradnya Paramita, Jakarta, haJ. 22 

2 http://www.medfaindo.eo.id/berita.asp?id=92907, Diakses Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 
10.15.00 Wib 

3http://www.legalitas.org/?q=node/168, Diakses Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 10.45.00 Wib 
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Selain itu banyak pula kasus-kasus penyelundupan manusta khususnya 

wanita dan anak-anak yang setiap tahun meningkat, untuk diperdagangkan dan 

diekploitasi secara ilegal dalam praktik-praktik pekerja migran atau prostitusi. Ke 

mudian terlihat sej umlah industri garmen dalam negeri yang hampir bangkut 

karena rnaraknya penyelundupan pakaian bekas , beberapa perusahaan elektronik 

merana lantaran masuknya barang-barang elektronik ilegal dan murah dari Cina 

serta banyaknya petani yang sengsara karena aparat tidak kuasa menahan 

i masuknya beras dan gula selundupan. · 

Istilah "penyelundupan", sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan 

pengertian gejala sehari-hari , dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-

sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalarn 

negeri dengan la tar belakang tenentu. 5 

Masatah penyelundupan merupakan masa!ah bagi Indonesia karena 

penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan 

udara yang melimpah ruah. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh 

faktor potitik dan kebijakan ekonomi Pemerintahan yang mungkin menjadi 

stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan. 

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap 

pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar 

barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara. €> 

Pelanggaran hukum dipelabuhan ini seakan-akan sudah merupakan 

kebiasaan yang hams ditempuh, apablla para importir hendak rnempertahankan 

4 http / /www.transparansi .or id/'7pilih= lihatberita &id=317, Diakses Kamis. 22 Juni 2017 
Puk"UI 11.45.00 Wib 

5 
Hamzab, L 85 . Delik Pe11yelu11dupa11, Ak:ademi Pressindo, Jakarta, ha!. 1 

6 HA.K. Moch. nwar, 1982. Segi egi Hu/mm Peny lwrdupan. Alumni, Bandung. ha!. 
66 

2 
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kelangsungan kehidupan perusahaannya, mengingat ketentuan-ketentuan Iarangan 

impor barang-barang konsumsi makin ditingkatkan. Terhadap dokurnen yang 

diwajibkan rnenurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan impor/ekspor 

barang Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban meneliti kebenaran atas 

pemberitahuan yang dilakukan para importir cq EMKL. 7 

Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari bea cukai 

(faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti 

senjata api , arnunisi , dan sejenisnya, narkotika (faktor keamanan) dan Iain-lain . 

Penyelundupan dalam arti ini adalah dalarn pengertian luas. Sedangkan dalam 

pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden 

No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi '•tindak pidana 

penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang 

atau uang dari Indonesia kc luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang 

dari \uar negeri ke Indonesia (irnpor) .8 

Dalam perdagangan internasional, subyek hukum telah dikenal dan diatur 
dalarn hukurn-hukumnya, seperli ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis 
internasional dan hukum komersial internasional. Walaupun hukum ekonomi 
internasional lebih banyak mengatur subyek hukum yang bersifat publik seperti 
hubungan-hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara atau suatu 
organisasi internasional, sementara itu hllkum perdagangan internasional lebih 
menekankan kepada hubungan-hubungan hukurnyang dilakukan oleh badan
badan pri vat 9 

Di Indonesia perdagangan pakaian bekas impor ini sudah berlangsung 

beberapa dekade dan menjadi budaya hagi rnasyarakat, sehingga masyarakat 

seakan-akan tidak sadar adanya aturan yang telah dilanggar ataupun adanya 

masyarakat lain yang dirugikan oleh perdagangan ini. 

7 Ibid 
8 /bidhaL 4 
9 Huala Adolf, 2011. Hukum Perdagangan !nternas;onal, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, haL 13 
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Pennintaan masyarakat akan pakaian bekas impor didorong oleh berbagai 

alasan , antara lain kebutuhan akan pakaian dengan harga murah, keinginan 

membeli barang dengan rnerek luar negeri (import minded) atau karena alasan 

mode (pakaian bekas impor menyediakan beragam pilihan gaya untuk pakaian 

yang populer). Adanya permintaan masyarakat disertai potensi keuntungan dalam 

jual beli mendorong terbentuknya pasar pakaian bekas impor, baik pasar 

tradisional maupun pasar yang menggunakan sarana i11formas1 dan teknologi 

(perdagangan online). 

Masalah perdagangao pakaian bekas impor ini telah menjadi persoalan 
nasional sehingga Presiden Indonesia merasa perlu untuk mengadakan rapai 
terbatas terkait permasalahan pakaian bekas impor ini, sebagaimana dikutip dari 
infonawicata.corn, Presiden Joko Widodo rneminta jajarannya untuk mernperkuat 
sinergi untuk memberantas dan mencegah praktik penyelundupan pakaian bekas 
dan importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. 1u 

'·Saya rninta Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Perindustrian, Ditjen Bea Cukai, Kepolisian memperkuat sinergi untuk rnengatasi 
permasalahan ini ," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan 
topik Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 
(6/12). Menurut Presiden, persoalan ini sudah jelas, sehingga pihak-pihak terkait 
tinggal melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan di lapangan 

. II 
sa.1a. 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bal1\.va 

industri TPT Indonesia memang saat ini belum mampu menguasai pasar 

dornestik. " Karena serbuan produk impor dari luar yang seringkali masuk rnelalui 

praktik-praktik impor ilegal dengan modus impor borongan atau rembesan dari 

kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS (hannoni::ed 

) 
.. ] 2 

svs1ern ,' 

10 http://www. infonawacita. com/presiden-perintahkan-berantas-impor -tekstil-i legal. 
Diakses Tanggal Jumat 23 Juli 2017 Pukul. 10.00.08 Wib 

11 Ibid 
12 Ibid 
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Menggarisbawahi pernyataan Presiden RI tersebut, bahv.:a praktik 

penyelundupan pakaian bekas merupakan persoalan yang sudah jelas, yaitu 

pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk di impor sebagaimana diatur 

dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan 

dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 /M-Dag/ Per/7/2015 tentang larangan 

impor pakaian bekas. 

Pelarangan impor pakaian bekas rnenjadikan pelaku bisnis pakaian bekas 

harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka memasukkan 

pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan jalan diselundupkan, yang 

nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Perintah Presiden kepada Kementrian Perdagangan, Kernentrian 

Perindustrian, Dirjen Bea dan Cukai dan Kepohsian untuk bersinergi dalam 

memberantas penyelundupan pakaian bekas adalah dengan tindakan refresif atau 

penegakkan hukum terhadap siapa pun yang melanggar atau melakukan perbuatan 

melawan hukum . 13 

Perkembangan perdagangan internasionaJ, ba1k yang menyangkut kegiatan 

di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini rnengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Pesatnya kemaj uan di bi dang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu 

sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efoktif dan efisien serta mampu 

meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah 

birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan pennasalahan yang 

sudah sering terJadi. Adanya kond1s1 tersebut, tentunya tidak terlepas dari 

13 Jb;d 
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pentinb111ya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebi3akan di bidang 

ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. 

Banyaknya hubungan bilateral, regional , dan multilateral di bidang 

perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisai dan globahsasi 

perdagangan dan investasi, tentunya liberalisasi pennasalahan yang timbul 

dibidang perdagangan akan semakin kompleks. 

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang 

menggejala dewasa ini pada akhimya akan memberikan peluang yang lebih besar 

bagi negara berkembang untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping itu, 

pola perdagangan juga akan berubah pada konteks horderless world (dunia tanpa 

batas), atau paling tidak ada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dirnana 

harriers (penghalang) atas perdagangan menjadi hal yang diminimahsir. 

Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut salah satunya adalah 
melalui kegiatan perdagangan. Pada mulanya hubungan perdagangan hanya 
terbatas pada satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya 
arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara 
para pengusaha dalam satu wilayah negara saja tetapi juga dengan para pedagang 
dari negara lain, salah salunya melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini 
didasari oleh kondisi bahv .. 'a tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri 
karena satu sama lain sahng membutuhkan dan saling mcngisi 14 

Setiap negara memiliki karaheristik yang berbeda, baik sumber daya 

alam, iklun, geograti. demografi , struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan 

tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya 

yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk, sehingga secara langsung atau 

tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara 

d 1 
. ]'i 

satu negara engan negara amnya. -

14 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001 , Transak-si Bi.mis fnfemasional (Ekspor-fmpor 
dan Jmbal Beli), Rajawali Press, Jakarta, hal. 2. 

15 JbidhaI 4 
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Negara berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi 

kebutuhannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri, maka 

berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain yang secara surnber daya 

sangat lebih, sangat!ah penting manfaatnya dalam hal tukar menukar barang 

maupu11 jasa serta sumber daya dengan prinsip saling menopang satu sama lain .1r, 

Pakaian bekas tak hanya di gunakan sendiri , namun juga diperdagangkan 

secara luas di Indonesia. Tidak scmua barang dapat diimpor dan diekspor secara 

bebas. Setiap negara rnernpunyai kebijakannya sendiri untuk rnenentukan mana 

barang yang dapat diimpor atau diekspor maupun yang tidak, hal ini dilakukan 

untuk rnelindungi kepentingan nasionalnya. 

Khususnya mengenai pakaian bekas, importasi barang tersebut di 
Indonesia telah dilarang sejak 18 Januari 1982 rnelalui Surat Keputusan Menteri 
Perdagangan dan Koperasi (SK Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan Urnum di Bidang lrnpor yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia (Permendag Rl ) Nornor 54/M
DAG/PER/ l 5/2009 tentang Ketentuan Um um di Bi dang Impor. 17 

Perdagangan pakaian irnpor bekas mcmiliki pcran yang cukup penting 
dalam memenuhi kebutuhan sandang di beberapa daerah di Indonesia dimana 
masyarakatnya masih tergolong kelas rnenengah ke ba\vah. Selain itu banyak 
masyarakat juga menggantungkan penghasilannya melalui perdagangan pakaian 
impor bekas. Indonesia rnerupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, 
dimana tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mengusahakan serta 
menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. 18 

Dalam rnewujudkan hal itu, maka setiap kebijakan yang dilakukan 
Indonesia haruslah melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional 
Indonesia dalam larangan irnpor pakaian bekas dapat diketahui dari alasan-alasan 
yang mendasari larangan tersebut dan regulasi-regulasi yang terkait untuk 
rnelindunginya. Kebijakan larangan impor pakaian bekas juga dilakukan di 

J(, Muhammad Sood, 2011 , Hukum Padagc111go11 /11/f'!'flus1011af, Rajawali Press, Jakarta. 
ha!. 5. 

n Siaran P ers tanggal I !Vlei 2003 !entang Pen;eklsan Uir;en Perdaganga11 l 11ar Negeri 
Kepada l:Vartmra11 Te11ta11g Larangan lmpor Pakaia11 Bekas oleh Fauzi Aziz, Kepala Biro Umum 
dan Hubungan Masyarakat Kementerian Perindust1ian dan Perdagangan_ Diakses Senin 26 ]uni 
2017 Pukul I 0.00.00 Wib 

18 Wisnu Andang Jaya, Jmpor Pakaian Bekas dalam Pmh/ema Ekonomi, 
http ://www.kompasiana .com/ wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi 
54f3 4624745513962b6c6e5( Diakses Senin 26 Juni 2017 Pukul 10.30 15 \Vib . -
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berbagai negara di dunia termasuk di negara-negara anggota ASEAN, bahkan di 
negara Afrika yang penduduknya berpendapatan rendah pun irnpor pakaian bekas 
tetap dilarang. J\I 

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan secara global 

diantaranya juga dengan disahkannya Undang-Undang No. l 0 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan yang kemudian diubah rnertjadi Undang-Undang No. 17 

Tahun 2006. Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 telah 

mernberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai berupa 

kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pernerintah untuk dapat 

menjalankan peranannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, 

dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari 

para pelaku di bidang perdagangan internasional. 

Tugas dan Fungsi DJBC berdasarkan PMK 234.1Plv1K.01/20 J 5 tentang 
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan diatur 

Pasal 688 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mernpunyai rugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukurn, 
pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai 
sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 689 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengavvasan, 

optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai ; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaw-asan, penegakan hukum, pelayanan 

dan optimalisasi pencrimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

19 Sudar S.A, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindu strian dan 
Perdagangan, '.2003 , Tindakan Tegas Diterapka11 Terhadap lmpor Pakaian Rekas, Media lndustri 
dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, ha!. 19 , 
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d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di b1dang pengavvasan, penegakan 
hukum, pelayanan dan optimalisasi penerirnaan negara di bidang kepabeanan 
dan cukai; 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, 
penegakan hukurn , pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai; 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Tugas dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai berupa Jangkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalarn besaran perdagangan, 

keamanan dan penerimaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 

menfasilitasi perdagangan dan industri , menjaga perbatasan dan melindungi 

masyarakat f ndonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan 

mengoptimalkan penerimaan Negara disektor Pabean dan Cukai . 

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mcngganggu 

keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat 

penyelundupan mencapai triliunan rupiah. J\1odus yang dilakukan pada umumnya 

mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-irnpor yang diberikan Bea 

Cukai. 20 

Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan 

pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (ballpress) ada yang terjadi dalam 

frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat di baca dan di dengar dari 

media masa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas. Maraknya 

penyelundupan pekaian bekas (builpress) di Jndonesia karena terpuruknya 

2uhttp //v11Vv1.v.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp'ikdx=unittopik&KDunit=DJBO·Ci20% 
20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktorat~,'020Jenderat%20Bea 

%20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN. Diakses Senin 26 Juni 20 l 7 Pukul. l 1.00.00 Wib . 
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perekonornian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan 

rakyat dalam rnemenuhi kebutuhan hidupnya. 

Bukan hanya itu di bidang perdagangan internasional, perdagangan 

nasional juga mempunyai potensi untuk bisnis dengan earn penyelundupan. 

Misalnya di daerah Sumatera Utara, Kisaran sampai Tanjung Balai Asahan. 

"Banyak tangkahan swasta menjadi sarang penyelundupan di Tanjung Balai 

Asahan'" Contoh diatas menggambarkan bahwa penyelundupan sangat marak d1 

f ndonesia, sehingga mcmerl ukan penanganan khusus untuk memberantasnya. 

Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut 

lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar domestik 

selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian 

nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk 

memberantas praktik impor pakaian bekas illegal tersebut sarnpai tuntas. 1 1 

Di Indonesia dewasa ini banyak sekali ditemukan tindak pidana 

penyelundupan pakaian bekas, yaitu sebagai contoh Herman Sinaga Alias Baek, 

pada Putusan No. 3 l 8/Pid.Sus/2016/PN.Kis telah terbukti secara sah dan bersalah 

melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyelundupan di 

bi dang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang 

No. I 0 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang 

No. l 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH P1dana. 

Menjatuhkan pidana kepada pelaku hukuman penjara satu tahun delapan 

buJan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Jima puluh juta rupiah), atau 

21 http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003 _ 05 .pdf, Diakses Senin 
26 Juni 2017 Pukul. 11.20.00 Wib 
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diganti denda dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan pelaku 

tetap dalam tahanan. 

Pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas 
impor yang masuk ke Jndonesia secara ilegal dengan menyita dan memusnahkan 
barang haram tersebut dengan earn dibakar. Penyitaan produk pakaian bekas 
impor dilakukan aparat benvenang karena kegiatan impor produk pakaian beka.· 
sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor 
pakaian bekas sudah sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri 
Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) karena impor pakaian bekas merupakan 
k . ·u I n -egiatan yang 1 ega . ~~ 

Dari paparan tersebut di atas masalah tindak pidana penyelundupan 

pakaian bekas akan menjadi bahan perbincangan yang menarik di kaJangan para 

penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas 

tentunya. Oleh karena itu timbul suatu ketertarikan penulis yang sangat besar 

untuk menulis skripsi tentang masalah Tindak Pidana penyelundupan pakaian 

bekas tersebut. 

1.2. ldentifikasi l\Iasalah 

J. .Pengaturan hukum tindak pidana penyelunclupan. 

2. Penman Direktorat Jenderai Bea dan Cukai dalam membern ntas ti_ndak pidana 

penyelundupan pakaian bekas. 

' Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

3. Upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan 

pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

22 Ibid 
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l.J. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi hanya rnehhat tentang faktor penyelundupan 

pakaian bekas yang terjadi di Indonesia dan dampak yang terjadinya jika 

terjadinya penyelundupan pakaian bekas di [ndonesia. Tentang pengaturan hukum 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, sanksi dan hukum terhadap para 

pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dan upaya 

penanggulangan untuk mencegahnya. 

1.4. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

I. Bagaimana peranan Direktorat .lenderal Bea dan Cukai dalam memberantas 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ? 

2. Bagaimana harnbatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 

memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 

memberantas tindak p1dana penyelundupan pakaian bekas 'J 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

J. Untuk mengetahui peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 

memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

1 Untuk mengetahui hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dalam rnemberantas tindak pidana penyelundupan pakaian beka:; . 

12 
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3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan rnanfaat yang diperoleh, 

terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperolch dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

I. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan 

khususnya mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat 

agar lebih berhati-hati agar tidak te1jadi tindak pidana penyelundupan 

pakaian bekas yang sering ditakukan oleh para pelaku dan untuk 

mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi 

semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum 

kepidanaan khususnya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akadem1s untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. 

13 
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2.1. Uraian Teori 

2.1.1. Teori Sistem Hokum 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi 

memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu 

adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang 

dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.23 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut 

Lavvrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans 

Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah 

suatu sistem norma.24 Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma 

dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang 

s.elanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari 

nonna lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.25 

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem 

nonna menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. 

Smem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, 

~lini melalui penyimpulan dari yang um.um kepada yang khusus. Sedangkan 

x..~m norma dinamis merupakan norma yang diluamya kita sudah tidak lagi 

- Juhaya S.Praja, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV.Pustaka Setia, Bandung. ha!. 

="'Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung. 

:sfbid, ha!. 161. 
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dapat menemukan nonna yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh 

mdalui suatu tatanan kerja intelektual. 2
c; 

Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang 

dinamis karena dalam sistern nonna dinamis, validitas norma diperoleh dari 

pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik 

pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan 

oleh pengadilan. 27 

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistern 

hukum dalam tiga (3) komponen yaitu: 2
R 

1. Substam·; hukum (substance rule <f the law) , didalamnya melingkupi 

seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang 

hukum material maupun hukum formal. 

2. Struktur hukum (<>lructure of the lm1) , melingkupi Pranata hukum, 

Aparatur hukurn dan sistem penegakkan hukurn. Struktur hukum erat 

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak 

hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum 

dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. 

3. !Juduya hukwn (legal cz.t!turej, merupakan penekanan dari s1s1 budaya 

secara umum, kebiasaan~kebiasaan , opm1-opm1 , cara bertindak dan 

berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. 

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut 

diatas rnerupakan ji\va atau ruh yang rnenggerakan hukum sebagai suatu sistern 

26Ibid, hal. 163 . 
27/bid, hal. 163 . 
28Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System; A Social Scince Prespective, Russel 

Sage Foundation, New York, hal. 16. 
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sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalarn pengkaJiannya. Friedman 

membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input 

yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam 

sebuah konsep gugatan yang diaJukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim 

mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga rnenghasilkan output berupa 

~ 9 

putusan.-

Input yang berupa konsep gugatan atau dabvaan dalarn sebuah sistem 

adalah eJemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan rnasyarakat yang 

menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai 

dan sikap yang mcreka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara 

indvidu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun 

dakwaan yang masuk di pengadilan . Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai 

mput dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan 

pemah ada. 30 

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan 

proses yang pasti. Para ahh hukurn dengan gagasan idealnya menginginkan 

hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan 

kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan 

diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya 

.:egala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil. 31 

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di 

dalam sistem hukum common law ataupun sistem hukum civil !a-w. Hal itu tidak 

ie rlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang 

29 Ibid ha!. 12. 
30/bid. hal. 13 . 
31/bid, hal. 14. 
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' (}~-,~, 
spesilik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fnedman bahwa yan ~ ne1nai~al._ ) ~' 

. ,,. - ' ~--~, 

'1"" ~.· • 

peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para ' . ~ 

Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari 

berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi 

rnenunjukkan bahwa kalangan Dernokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih 

peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran. 32 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosiai 

tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk 

menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang 

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah 

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum 

tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya 

penegakan hukum (lcrw enforcernent) yang baik.3:i Jadi bekerjanya hukum bukan 

hanya merupakan fungsi penmdang-undangannya belaka, malainkan aktifitas 

birokrasi pelaksananya. 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

rne ngenai suatu kasus ataupun pemiasalahan (problem ) yang bagi si pembaca 

men.1adi bahan pertimbangan, pegangan tcori yang mungkin ia setuju ataupun 

ndak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti .34 

32Ibid, hal. 28. 
33 Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana 

?renadamedia Group, Jakarta, hal. 23 
34 atj i pto Rah a rd jo, 1991, I/mu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, hal. 3 54. 
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Kerangka teori dalam pcnelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat 

jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori 

hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukurn positif 

settdak-tidaknya dalam urutan yang dernikian itulah kita merekonstruksikan 

kehadiran teori hukum secarajelas.35 

Sebagai petugas Bea dan Cukai yang menangani kasus tindak pidana 

penyelundupan pakaian bekas yang masih dalam wiJayah Sumatera Utara penulis 

sangat tertarik untuk membahas tentang peranan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai untuk pemberantasan tindak pidana penyelundupan untuk d~jadikan sebuah 

karya ilmiah berupa skripsi dalam menye!esaikan studi di fakultas hukum 

universitas rnedan area. 

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa lnggris ·'smuggle" 

dan dalarn bahasa Belanda "smukkel"' yang artinya mengimpor, mengekspor, 

rnengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-

undangan yang berlaku atau tidak memenuhi forrnalitas pabean 

douneformalileiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ji • 

Dalam Law Dictionary, Penyelundupan diartikan dalam tet:jemahannya 

adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau 

pclanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak 

d ilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak tau Bea 

35 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hu/mm Normatif (Suatu Tinjauan 
5i11gkat), Rajawali Pers, Jakarta hal. 3. 

6 Soufnir Chibro, 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap 
Pemb 11g1111an Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5 

37/bid hal 6 
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Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional pada masa Hindia 

Belanda, dengan narna resmi De Dienst der !nvoer en Uitvoerrechten en 

A cc1jn:::en atau dalam terjemah bebasnya berarti Jawatan Bea Jmpor dan Ekspor 

serta Cukai . Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masukL 

111/voererechten (bea ekspor), dan acc1/n:;en (cukai). Tugas memungut bea ("bea" 

berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal 

dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di 

Indonesia. 

Lembaga Bea Cukai setel ah lndonesia merdeka, dibentuk pada tangg:al 0 J 

Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 

)948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sarnpai tahun 1965. Setelah tahun 

1965 hingga sekarang rnenjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) . DJBC 

merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh 

seorang Direktur Jenderal. 

Tugas dari DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian 

Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang 

d1tetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang 

i erkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan 

pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan 

pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tugas dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jendral Bea dan 

C ubi berupa langkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalam besaran perdagangan, 

kearnanan dan penerirnaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 

19 
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menfasilitasi perdagangan dan industri , menjaga perbatasan dan rnelindungi 

masyarakat lndonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan 

mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor Pabean dan Cukai . 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau 

perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atm1 kesalahannya, 

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara \Vaktu. 38 Dalam hal ini pemths 

J uga akan membuat hipotesis. Ada pun hipotesis pcnulis dalam permasalah yang 

d1bahas adalah sebagai berikut: 

I. Peranan Direktorat Jendera1 Bea dan Cukai datam memberantas tindak pidana 

penyelundupan pakaian bekas adalah melakukan pemeriksaan barang impor 

pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia rneneliti apakah importir 

memberitahukan Jurnlah dan jenis barang scsuai dengan peraturan yang 

berlaku. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penel itian dokwnen, 

perneriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan 

adanya pelanggaran atau tindak p1dana akan ditindaklanjuti dengan 

penindakan atau bahkan penyidikan. 

J Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas 

tmdak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyelundupan 

pakaian bekas melakukan upaya perla\vanan di tingkat praperadilan dengan 

menggunakan jasa penasehat hukum untuk mernanfatkan kelemahan regulasi . 

Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum 

38 Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya llmiah dan Penelitim1 Hukum, Medan 
.\re.a University Press. hal.38 
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pernberantasan penyelundupan pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum 

rnasyarakat rnengetahui bahwa tindakan penyelundupan pakaian bekas adalah 

perbuatan melawan hukurn. 

3. Upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalarn 

memberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana operasi serta infonnasi kepabeanan dan 

rneningkatkan kerjasarna dan koordinasi dengan Iernbaga penegak hukurn 

lainnya. 
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BABIU 

METODE PENELlTIAN 

J. 1. Jen is, Sifat. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Jen is Peaelitian 

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normotU" yaitu rnetode pcnelitian 

vang dilakukan untuk rnendapatkan data primer (Soerjono Soekanto & Sri 

~ Jc:unuji 2001: 14) dan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan 

~ ngan mempelajari nomia-norma yang ad.a atau peraturan perundang-undangan 

~ 'rng terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Data primer ialah data yang diperoleh Jangsung dari nara sumber atau 

rn as>1arakat. 39 Data primer dalarn penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang 

Huh:um Pidana, Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang 

i . 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No. l 0 Tahun 1995 

T ' ntang kepabeanan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan 

Peraturan Mentri Keuangan 234/PMK.O 1/20I5 tentang Penataan Organisasi dan 

T~lta Kerja Kementrian Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-

D~ig/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokurnen resmL 

buku-bukll, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. 40 Sumber lapangan 

uen gan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengambil putusan 

- ·~mg terkait dengan judul yaitu Putusan 318/Pid.Sus/10 16/PN.Kis yang diperoleh 

_:'m .Pengadilan Negeri Kisaran tentang tindak pidana penyelundupan untuk 

_Ja nalisis. 

39 l bid, hal.12 
40 Ibid 
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Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan 

sekunder. Bahan hukurn tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran 

di internet, dan kamus hukum. 

3.1.2. Sifat Penelitiao 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

dcskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang 

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang mengarah pada penelitian 

e rnpiris , yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik 

i lrnu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu huk.um yang empms 

' 1 erdasarkan peraturan yang berlaku. 41 

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data 

· · ~mg seteliti mungkin dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

me ngambil beberapa data dan dengan menganalisis Putusan No 

3 18 :)id.Sus/2016/PN.Kis dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan 

h:1sil wawancara yang dilakukan penulis . 

.3. I.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan pada Direktoral Jenderal Bea dan Cukai dengan 

m ngambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan 

d·'ngan judu1 penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan 

f12' aian bekas yaitu Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN .Kis. 

41Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. hal 163 . 
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3.1.4. \\'aktu PeneJitian 

Waktu penelitian akan dllaksanakan sekitar bulan Agustus 2017 setelah 

dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. 

Tabel: l 

Kegiatan Juli-Agustus 
2017 

September
Oktober 

2017 

Bulan 

November 
2017 

Des ember 
2017 

Agustus
September 

2018 

1 41234123412341234 

•1inar Proposal 

_ -ba i kan Proposal 

;!nulisan Skripsi 

mbingan Skripsi 

mar Hasil 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengWTipulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

J. Penelitian kepustakaan (Iibrary Research). Metode ini dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukurn dan 

juga bahan-bahan kuliah se11a peraturan-peraturan tcntang tindak pidana. 

24 
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Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan 

dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dengan melakukan wawancara dan mengambil beberapa data serta 

juga mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus 

tentang tindak pidana penyelundupan pakain bekas yaitu Pu111san No. 

318/Pid.Sus/20 I 6/PN.Kis. 

3.3. Analisis Data 

Dalam Penelitian m1 analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang bolistis, kornp!eks dan 

rinci.~2 Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelornpokkan sesuai 

dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga 

diperoleh garnbaran yang jelas tentang pokok perrnasalahan. 

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga 

dapat diperoleh gambaran secara menveluruh terhadap tindak pidana 

pcnyelundupan pakaian bekas. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih 

pernyataan umurn untuk mencapai kesimpulan sebagai ja\'vaban dari permasalahan 

yang dirumuskan. 

42 Syamsul Arifin Op Cit hal. 66 
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5.1. Simpulan 

BA.UV 

SIMPllLAN DAN SARAN 

1. Peranan Bea dan Cukai dalam rnemberantas tindak pidana penyelundupan 

pakain bekas adalah melakukan penyidikan untuk rnencan serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi di bidang kepabeanan dan cukai dan guna menemukan 

tersangkanya. Selain itu penyidik Bea dan Cukai berperan dalam melakukan 

pemeriksaan badan penumpang jika penumpang menolak untuk diperiksa 

badannya oleh petugas bea dan cukai yang bukan penyidik. 

2. Harnbatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memherantas 

tindak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyelundupan 

pakaian bekas melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan 

menggunakan jasa penasehat hukum untuk memanfatkan kclemahan regulasi. 

Partisipasi rnasyarakat yang rendah tcrhadap upaya pencgakkan hukum 

pernberatasan penyelundupan pakaian bekas: dari sisi kesadaran hukum 

rnasyarakat mengetahui bahwa ti ndakan penyelundupan pakaian bekas adalab 

perbuatan rn e lawan hukum. 

3. Upaya penanggulangan Direktorat .lenderal Bea dan Cukai dalam 

rnemberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana operasi serta inforrnasi kepabeanan dan 

meningkatkan keIJasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukurn 

lainnya. 
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5.2. Saran 

I. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi daripada penyelundupan pakaian 

bekas, maka disarankan agar petugas-petugas pemberantasan penyelundupan 

pakaian bekas ditingkatkan, berpangkal tolak pada sikap Pemerintah yang 

telah digariskan Presiden, yakni penyelundupan pakaian bekas dalam bentuk 

apapun harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas sesuai peraturan

peraturan yang berlaku. 

2. .Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memadai serta penarnbahan 

jumlah anggota pejabat bea dan cukai agar penegakkan hukum terhadap 

pelaku penyelundupan pakaian bekas dapat dilaksanakan dengan baik. 

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya hendaknya 

dibantu oleh para pihak yang berwenang dalam hal tersebut, terutama peran 

serta masyarakat dalam ha! ini sangat diperlukan. Dan sebaiknya masyarakat 

tidak mudah tergiur dengan harga irnpor pakaian bekas yang lebih murah dari 

pakaian lokal , sebab tingkat kesehatannva belum tentu te1jamin. Sebab impor 

pakaian bekas tesebut adalah pakaian yang sudah pernah digunak:an oleh 

orang lain yang mana kita belum tentu tahu apakah orang yang memakai 

pakaian tersebut terkena penyakit menular atau tidak. 
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